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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG HADIAH TIDAK TERTEBAK  

DAN/ATAU TIDAK DIAMBIL PEMENANG  

ATAS PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa barang atas penyelenggaraan undian gratis 

berhadiah berupa hadiah tidak tertebak dan/atau tidak 

diambil pemenang merupakan salah satu bentuk sumber 

bantuan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial; 

  b.  bahwa barang atas penyelenggaraan undian gratis 

berhadiah harus dikelola secara tertib, transparan, dan 

akuntabel agar dapat berdaya guna dan berhasil guna 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Barang 

Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil 
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Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis 

Berhadiah; 

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 623); 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan 

Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5677); 

  4.  Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang 

Penertiban Penyelenggaraan Undian; 

  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 86); 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 

tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, 

Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara; 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
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Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 71); 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 

tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763); 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 

tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 861); 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894); 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang 

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 341); 

  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1977); 

  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab 

tertentu dari Pengelola Barang kepada Penggunan Barang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

20); 

  16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan 

Penyelenggaraan Undian Gratis; 

  17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang 

Izin Undian; 

  18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 
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  19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 119 

Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan 

Kementerian Sosial; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN 

BARANG HADIAH TIDAK TERTEBAK DAN/ATAU TIDAK 

DIAMBIL PEMENANG ATAS PENYELENGGARAAN UNDIAN 

GRATIS BERHADIAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Hadiah tidak tertebak adalah hadiah yang berasal dari 

penyelenggaraan undian gratis berhadiah berupa barang 

yang tidak ada pemenang. 

2. Hadiah yang tidak diambil pemenang adalah hadiah yang 

berasal dari penyelenggaraan undian gratis berhadiah 

berupa barang yang setelah jangka waktu tertentu tidak 

diambil pemenang. 

3. Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB 

adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-

cuma yang digabungkan atau dikaitkan dengan 

perbuatan lain berupa promosi produk barang/jasa. 

4. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang 

selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, 

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena 

suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat 

terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, 

secara memadai dan wajar. 

6. Penerima bantuan sosial adalah individu, kelompok, dan 

keluarga yang mengalami kondisi rentan dan/atau 

karena sebab-sebab tertentu, guna melindungi dari 

kemungkinan terjadinya risiko sosial. 

7. Persediaan yang bersumber dari hadiah tidak tertebak 

dan/atau tidak diambil pemenang adalah aset lancar 

dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh, 

disimpan dan didistribusikan dan/atau diserahkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang 

berisiko sosial. 

8. Barang tidak pakai habis adalah barang yang merupakan 

bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak 

yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 (satu) 

tahun. 

9. Pejabat pengurus persediaan adalah pejabat yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang 

dalam gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan 

teratur 

 

Pasal 2 

Pengelolaan barang dalam Peraturan ini merupakan barang 

yang berasal dari:  

a. hadiah tidak tertebak;dan 

b. hadiah tidak diambil pemenang. 
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